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PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

PNPM Mandiri merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan
dengan pendekatan pembangunan yang berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM
Mandiri dilaksanakan  melalui harmonisasi dan  pengembangan sistem serta
mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan
stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya
penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. PNPM Mandiri dimulai sejak tahun
2007 dengan nama PNPM P2KP yang merupakan lanjutan dari Program
Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang telah dimulai sejak tahun
1999 sebagai suatu upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan
pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan.

Tahun 2008 secara penuh P2KP menjadi Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM Mandiri Perkotaan), pada tahun 2008 inilah
kota Pematangsiantar menjadi lokasi dampingan PNPM Mandiri Perkotaan yang
sebelumnya bukan merupakan lokasi PNPM P2KP maupun P2KP.

Sebagai bagian dari PNPM Mandiri maka tujuan, prinsip dan pendekatan yang
ditetapkan dalam PNPM Mandiri juga menjadi tujuan, prinsip dan pendekatan PNPM

Mandiri Perkotaan.
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Tujuan PNPM Mandiri Perkotaan adalah:

1. Terbangunnya lembaga masyarakat berbasis nilai-nilai universal kemanusiaan,
prinsip-prinsip kemasyarakatan dan berorientasi pembangunan berkelanjutan
yang aspiratif, representatif, mengakar, mampu memberikan pelayanan kepada
masyarakat miskin, mampu memperkuat aspirasi/suara masyarakat miskin
dalam proses pengambilan keputusan di tingkat lokal, dan mampu menjadi
wadah sinergi masyarakat dalam penyelesaian permasalahan di wilayahnya;

2. Meningkatkan akses bagi masyarakat miskin perkotaan ke pelayanan sosial,
prasarana dan sarana serta pendanaan (modal) termasuk membangun kerjasama
dan kemitraan sinergis ke berbagai pihak terkait, dengan membangun
kepercayaan pihak-pihak terkait tersebut kepada lembaga masyarakat;

3. Mengedepankan peran pemerintah kabupaten/kota agar makin mampu
memenuhi kebutuhan masyarakat miskin di wilayahnya, baik melalui
penguatan kapasitas dan konsolidasi antar lembaga maupun melalui kemitraan
dengan berbagai pihak terkait.

PNPM Mandiri Perkotaan pada dasarnya memberikan bantuan kepada dua
kelompok sasaran utama; masyarakat dan pemerintah daerah termasuk pemangku
kepentingan terkait di daerah. Bantuan untuk masyarakat diwujudkan dalam bentuk
pendampingan dan bantuan dana stimulan yang disebut dengan Bantuan Langsung

Masyarakat (BLM).
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Adapun pembiayaan BLM bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) yang didekonsentrasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) kabupaten/kota dan dikategorikan sebagai Dana Urusan Bersama (UB), serta
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pemerintah
kabupaten/kota sebagai dana pendamping yang disebut dengan Dana Daerah Urusan
Bersama (DDUB). Besaran Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) berdasarkan
Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah (IFKD) yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan
setiap tahun berjalan dengan besaran DDUB sekitar 5-50 persen dari alokasi DUB.

Dalam perjalanannya, tidak semua pemerintah daerah termasuk pemerintah
kota pematangsiantar memenuhi tanggungjawab sharing anggaran meski telah
disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Padahal sharing anggaran tersebut
sangat strategis dalam mendukung upaya penanggulangan kemiskinan secara lebih
terintegrasi dan mendorong kecenderungan alokasi (budgeting) yang lebih pro-rakyat.
Untuk itu maka menjadi penting melalui penelitian ini untuk mendalami faktor-faktor
yang mendukung dan menghambat efektivitas penganggaran daerah dalam
mendukung Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perkotaan agar
program ini ke depan dapat lebih mendorong berkurangnya angka kemiskinan di

Indonesia secara lebih efektif.

Adapun rincian alokasi DDUB yang telah dianggarkan oleh pemerintah
kabupaten/kota se-provinsi Sumatera Utara sebagai dana pendamping PNPM Mandiri

Perkotaan sejak tahun anggaran 2008 hingga 2014 adalah sebagai berikut:
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Tabel 1.1 Alokasi DDUB PNPM Mandiri Perkotaan di Provinsi Sumatera
UtaraTahun Anggaran 2008-2014
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Sumber : Laporan Tahunan Konsultan PNPM Mandiri Perkotaan Provinsi Sumatera Utara

Tahun 2014

Dari data di atas, terlihat bahwa seluruh kabupaten/kota lokasi PNPM Mandiri

Perkotaan telah menyediakan DDUB bahkan beberapa kabupaten/kota dapat melampaui

pagu yang dibutuhkan, termasuk di kota Pematangsiantar. Hal ini menarik untuk dikaji

lebih mendalam sebagai permasalahan yang timbul disebabkan dinamika komitmen
pemerintah daerah dalam penyediaan anggaran yang berpihak kepada masyarakat

miskin. Terlebih karena mekanisme pendanaan DDUB merupakan hal baru sejak
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ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2009 yang
mungkin belum banyak dipahami oleh beberapa pelaku terkait. Untuk itu maka penelitian
tentang faktor-faktor yang memengaruhi ketidaksesuaian tersebut sangat penting, untuk
mendalami faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambatnya. Apakah
disebabkan terjadinya mutasi pejabat terkait, kemampuan keuangan daerah, terdapat
fokus penganggaran untuk sektor tertentu, atau mungkin disebabkan oleh komitmen serta
pemahaman pelaku terkait.

Penelitian ini menjadi penting sebagai contoh kajian pola penganggaran yang
berdasarkan kebijakan pusat untuk mendorong komitmen dan keberpihakan daerah
terhadap upaya penanggulangan kemiskinan melalui program PNPM Mandiri Perkotaan
dengan penyediaan DDUB dari alokasi APBD yang ditentukan. Karena pola penyediaan
DDUB berbeda dengan mekanisme penganggaran pembangunan yang dibangun melalui
mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dari tingkat basis.

Alasan dipilihnya kota Pematangsiantar sebagai objek lokasi penilitian dikarenakan
kota Pematangsiantar merupakan lokasi PNPM Mandiri Perkotaan yang belum pernah
menjadi lokasi P2KP maupun PNPM P2KP dengan jumlah kelurahan terbesar yaitu 53
(lima puluh tiga) kelurahan di Provinsi Sumatera Utara. Permasalahan yang terjadi dalam
penyediaan anggaran DDUB PNPM Mandiri Perkotaan selama tahun 2008-2014
tidak memenuhi seluruh kewajiban DDUB sesuai jumlah yang telah ditentukan
walaupun pada awalnya ada indakasi peningkatan anggaran setiap tahunnya, sehingga

paling mungkin memiliki keragaman dan dinamika yang lebih kompleks serta dapat
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menjadi representasi dari sebuah realitas penyediaan anggaran DDUB. Realisasi DDUB
kota Pematangsiantar pada tahun 2008 tidak terpenuhi, namun pada tahun 2009
terpenuhi sebesar 113 persen, tahun 2010 terpenuhi sebesar 134 persen, tahun 2011
terpenuhi sebesar 114 persen, tahun 2012 terpenuhi sebesar 166 persen, tahun 2013
terpenuhi sebesar 99 persen dan pada tahun 2014 terpenuhi sebesar 99 persen dari
kewajiban. Sehingga dalam kurun waktu 7 tahun anggaran tersebut, pemerintah kota
pematangsiantar telah memenuhi sebesar Rp. 8.095.000.000,- atau 92 persen dari
total kewajiban sebesar Rp. 8.800.000.000,- (lihat tabel 1.1).

Dari sekian banyak masalah yang diidentifikasi dengan kerumitan dan intentitas
yang berbeda, setelah dilakukan analisis terhadap fakta dan pijakan teori yang relevan
pada penelitian ini masalah yang akan diteliti dibatasi yakni faktor-faktor yang
memengaruhi penyediaan DDUB di kota Pematangsiantar. Karena dari pengalaman
dan pengamatan penulis terdapat perbedaan yang jelas antara kenyataan yang ada
dengan situasi yang diharapkan. Hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan
penelitian dengan judul : “Implementasi Penyediaan Dana Daerah Urusan Bersama
(DDUB) Untuk Pembiayaan PNPM Mandiri Perkotaan di Kota Pematangsiantar

Tahun Anggaran 2008-2014".

1.2. Perumusan Masalah

Berpedoman kepada batasan masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan

diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
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a. Bagaimana tata cara penyediaan DDUB sebagai pembiayaan PNPM
Mandiri Perkotaan di Kota Pematangsiantar?

b. Masalah-masalah apa yang dihadapi dalam penyediaan DDUB tersebut?

c. Apakah dasar kebijakan DDUB dapat diimplementasikan?

d. Apakah faktor-faktor pendorong keberhasilan dan penghambat dalam

implementasi penyediaan DDUB di kota Pematangsiantar?

1.3. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang akurat
tentang faktor-faktor yang memengaruhi pemerintah kota Pematangsiantar dalam
penganggaran Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) PNPM Mandiri Perkotaan.
Sedangkan secara khusus bertujuan untuk memperoleh data kuantitatif yang obyektif
dan kesimpulan yang bersifat deskriptif mengenai faktor-faktor pendukung dan
penghambat dalam penyediaan anggaran DDUB PNPM Mandiri Perkotaan di
pemerintahan kota Pematangsiantar sehingga tidak terpenuhinya kewajiban DDUB

selama tahun anggaran 2008-2014.

1.4. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk memperoleh data sebagai informasi yang akan
mengkaji faktor-faktor pendukung dan penghambat penganggaran DDUB PNPM
Mandiri Perkotaan di kota Pematangsiantar provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan hal

itu manfaat hasil penelitian dapat dikemukakan sebagai berikut:
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1. Secara teoritis, akan diperoleh informasi empirik berdasarkan pijakan teori yang
mendukung terhadap penganggaran DDUB PNPM Mandiri Perkotaan jika
dihubungkan dengan realitas penyediaan DDUB di kota Pematangsiantar pada
Tahun Anggaran 2008-2014

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi
dari faktor-faktor yang mendukung keberhasilan maupun penghambat dalam
penyediaan anggaran DDUB di kota Pematangsiantar sebagai upaya perbaikan ke
depan

3. Menjadi pendorong bagi peneliti lainnya untuk melakukan kegiatan penelitian
yang relevan dengan pijakan teori yang telah dibuktikan secara ilmiah melalui

prosedur penelitian ini

1.5. Kerangka Pemikiran

PNPM Mandiri Perkotaan telah berjalan di kota Pematangsiantar provinsi
Sumatera Utara sejak tahun 2008. Sejak diberlakukannya sharing anggaran pada tahun
2008 dan ketentuan tentang DDUB pada tahun anggaran 2009, pemerintah kota
pematangsiantar telah mengalokasikan DDUB sebesar Rp. 8.095.000.000,- (delapan
milyar sembilan puluh lima juta rupiah) selama tahun anggaran 2008 hingga 2014.
Namun anggaran yang cukup besar tersebut rupanya baru mencapai 92 persen dari
kewajiban DDUB yang seharusnya Rp. 8.800.000.000,- (delapan milyar delapan ratus

juta rupiah).
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Realitas di atas sangat menarik untuk dikaji, mengingat alokasi anggaran DDUB
sangat bermanfaat bagi masyarakat secara langsung karena dialokasikan sebagai dana
pendamping program pusat dalam bentuk Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang
notabene langsung digunakan oleh masyarakat untuk pembangunan di lingkungannya,
khususnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Semakin besar penyediaan
DDUB tentunya menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam keberpihakannya
terhadap program-program pro-rakyat yang langsung menyentuh kebutuhan
masyarakat miskin. Maka melalui kajian ini diharapkan akan lebih tergambar
implementasi penyediaan DDUB di kota Pematangsiantar untuk mendalami faktor-
faktor penghambat dan pendorong alokasi penyediaan DDUB sehingga PNPM Mandiri
Perkotaan di kota Pematangsiantar ke depan akan lebih baik dan memberikan manfaat
dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif.

Menurut Jones (1991), standar penilaian yang dapat dipakai untuk mengukur
efektivitas suatu kebijakan adalah organisasi, interpretasi dan penerapan. Sedangkan
model efektivitas implementasi program yang ditawarkan oleh Edward 111 (1980)
sebagaimana dikutip oleh Hessel NS Tangkilisan (2003:11), menyebutkan empat faktor
krusial dalam melaksanakan suatu kebijakan, yakni: komunikasi, sumber-sumber,
disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi. Dari kedua pendapat tersebut penulis akan
melakukan kajian dengan model kedua terhadap implementasi penyediaan DDUB untuk

pembiayaan PNPM Mandiri Perkotaan di kota Pematangsiantar. Berdasarkan uraian
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tersebut maka dapat digambarkan kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai

berikut:

KERANGKA PEMIKIRAN

* PMK 168/2009

PUSAT/APBN
Dana Urusan Bersama (DUB)

PNPM MANDIRI
PERKOTAAN

(DDUB)

DAERAH/APBD
Dana Daerah Urusan Bersama

Bantuan
Langsung
Masyarakat
(BLM)

T

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

'

PENDAMPINGAN
TEKNIS

KOMUNIKASI

SUMBERDAYA DISPOSISI

STRUKTUR

BIROKRASI

)* Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan
Bersama Pusat dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan

1.6. Hipotesis

Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang diajukan.

Berdasarkan pada permasalahan sebelumnya maka hipotesis dalam penelitian ini dapat

dirumuskan sebagai berikut: “keberhasilan implementasi penyediaan DDUB sebagali

pembiayaan PNPM Mandiri Perkotaan di kota Pematangsiantar dipengaruhi oleh faktor

komunikasi, sumberdaya, kecenderungan dan struktur birokrasi dari kebijakan tersebut”.
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